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WALIKOTA SAWAHLUNTO 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH  

 

NOMOR 6 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  

NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SAWAHLUNTO, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, 

bahwa penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut 

biaya. 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum. 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  

2. Undang – Undang Nomor 17  Tahun 2003 

tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana  

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 5475); 

7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, 

Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten 

Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3423); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 

11) Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 

42); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO 

dan 

WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42), 

diubah sebagai berikut :  
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1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dihapus sehingga 
berbunyi : 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan    oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip 

otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Daerah adalah Kota Sawahlunto; 

4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan 

Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang 

pribadi atau Badan. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah organisasi perangkat  Daerah yang 

mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 



5 

 

11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

13. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang 
selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas 
pelayanan persampahan / kebersihan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

14. Dihapus. 

15. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas 
pasar yang dikelola Pemerintah Daerah. 

16. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

17. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas 
pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya 

disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan peta 
yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 

19. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus yang 
selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas 
pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan.    

22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda.  

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
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besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetorannya. 

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk 
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 

 

2. Ketentuan Bab II Bagian Kelima dihapus. 
 

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 18 

(1) Besarnya Tarif Retribusi dari masing–masing objek 

jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut : 

a. untuk pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

b. untuk pelayanan persampahan/kebersihan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

c. dihapus. 

d. untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

e. dihapus 

f. untuk pengujian kendaraan bermotor sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 



7 

 

g. untuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

h. untuk penggantian biaya cetak peta sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

i. untuk penyediaan dan/atau penyedotan kakus 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

j. untuk pengendalian menara telekomunikasi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

(2) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 

(tiga) tahun sekali. 

(3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

ekonomi. 

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

 

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus. 
 

5. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dihapus. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.                                

 

Ditetapkan di Sawahlunto 

pada tanggal 1 Juni 2016 

 

WALIKOTA SAWAHLUNTO, 

 
 

 

Diundangkan di Sawahlunto 

pada tanggal 1 Juni 2016 

 

 
 

   

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA 

BARAT (6/2016) 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH  

NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  

NOMOR 13 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

I. UMUM  

Berkaitan dengan adanya kebijakan dalam penyelenggaraan 

administrasi kependudukan melalui  Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka 

perlu melakukan perubahan atas  Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya mengenai 

Retribusi penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I : Cukup Jelas 

Pasal II : Cukup Jelas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 53 


